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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba 

untuk mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah 

dibahas, adapun beberapa kesimpulan tersebut yaitu: 

1. Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil negara Indonesia sudah 

banyak aturan hukum yang diatur sebagai pedoman bagi perwakilan 

Diplomatik yang berada diluar negeri khususnya perwakilan Diplomatik 

yang berada di negara Malaysia dengan berdasarkan Peraturan Menlu 

No. 04 Tahun 2008 tentang Sistem Pelayanan Warga pada perwakilan 

Diplomatik dan Konsuler di Luar Negeri. Salah satu bentuk upaya 

pelayanan dan perlindungan yang telah dilakukan perwakilan 

Diplomatik terhadap warga negara Indonesia yang berada diluar negeri 

yaitunya dengan mendirikan kantor-kantor Diplomatik dan ditunjuknya  

para pejabat Diplomatik oleh Pemerintah sebagai perwakilan negara 

yang bertugas mejalankan fungsinya dalam menjalin hubungan negara 

dengan negara lain serta melindungi kepentingan negara beserta warga 

negaranya. 

2. Negara Malaysia memiliki kewajiban dalam memberikan Notifikasi 

kepada perwakilan Diplomatik dan Konsuler yang berada di negara 

Malaysia dalam menjalankan misi Diplomatik nya di negara Malaysia. 

Mandatory Consular Notification (MCN) yang diatur dalam Konvensi 

Wina 1963 Pasal 36 merupakan suatu pedoman bagi negara Malaysia 
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dan negara lainnya untuk memberitahukan atau mengeluarkan Notifikasi 

terhadap warga negara pengirim yang bermasalah dan melakukan tindak 

pidana di negara Malaysia atau negara lainnya yang ikut serta dalam 

meratifikasi Konvensi Wina 1963, karena merupakan suatu kewajiban 

bagi negara penerima dalam memberitahukan kepada Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KBRI) atau Pos Konsuler yang berada di negara 

Malaysia, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya 

hukum untuk melindungi warga negara nya yang tersandung kasus 

hukum di negara Malaysia.  

B. Saran 

1. Negara penerima seharusnya memberikan Notifikasi kepada Perwakilan 

Diplomatik dan Konsuler dalam memberitahukan bahwa warga negara 

pengirim yang berada di negara nya melakukan suatu tindak pidana 

negara penerima karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi 

negara penerima terhadap negara pengirim yang telah diatur dalam 

Konvensi Wina 1963. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-

langkah praktis dan tindakan-tindakan khusus yang telah diatur dalam 

hukum nasional negara penerima. Dengan dilakukannya berbagai langkah 

dan upaya tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya ketimpangan 

hukum yang dialami oleh warga negara penerima yang harus menjalani 

proses hukum di wilayah hukum negara penerima. Selain itu negara 

penerima juga harus memberikan kemudahan bagi diplomat asing untuk 

mengetahui kondisi sosial, ekonomi di negara penerima. Dengan 
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demikian diplomat dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan 

efisien dalam meningkatkan kerjasama diantara kedua negara. 

2. Negara Malaysia memiliki kewajiban dalam pemberitahuan kepada 

pejabat diplomat Indonesia disaat terjadinya tindak pidana ataupun 

pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Malaysia 

yang berakibat di hukumya warga negara Indonesia di wilayah hukum 

Malaysia, serta Malaysia dapat bertanggung jawab dalam perlindungan 

dan pemberlakuan yang sama di mata hukum terhadap warga negara 

asing yang berada di Malaysia dan sesuai prosedur hukum yang berlaku 

di Malaysia. 

3. Negara Indonesia beserta para diplomat yang berada di negara Malaysia 

harus megoptimalkan upaya bantuan hukum terhadap Siti Aisyah yang 

saat ini masih terancam hukuman mati dengan status hukum nya sebagai 

terdakwa karena masih belum diputuskan oleh hakim dan belum terbukti 

bersalah, serta meningkatkan upaya diplomasi dalam meningkatkan 

kerjasama dalam perlindungan warga negara Indonesia salah satunya 

melalui Notifikasi kepada diplomat dan konsulat Indonesia yang berada 

di negara Malaysia.   
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